
Crosscutting Kinerja Inspektorat Daerah Kota 
Malang

Terwujudnya Penjaminan Mutu (Quality 
Assurance) Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah secara efektif dan efisien

Level Maturitas SPIP

Meningkatnya kualitas 
pengawasan 

penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Persentase PD yang telah 
menerapkan Manejemen 

Risiko

Level Kapabilitas APIP

Nilai Indeks Integritas Anti 
Korupsi

Meningkatnya Kualitas 
Rumusan Kebijakan, 
pendampingan dan 

asistensi 

Meningkatnya kualitas 
Penyelenggaraan 

Pengawasan

Persentase PD yang 
memiliki akses 

mendapatkan layanan 
pendampingan dan 

asistensi

Nilai Komponen Evaluasi 
Internal pada SAKIP

Cakupan kegiatan 
pengawasan yang memiliki 

standar operasional

Persentase SAKIP PD 
dengan Nilai A

Persentase temuan hasil 
pemeriksaan BPK yang 

ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil 
pemeriksaan APIP yang 

ditindaklanjuti

Telaksananya 
pendampingan dan 
asistensi oleh APIP 
terhadap Perangkat 

Daerah

Tersusunnya rumusan 
kebijakan teknis di bidang 
pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan

Terselenggaranya 
Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu

Terselenggaranya 
Pengawasan Internal

Jumlah PD yang 
memiliki akses 

mendapatkan layanan 
pendampingan dan 

asistensi

Jumlah kegiatan 
pengawasan yang memiliki 

standar operasional

Jumlah temuan hasil 
pemeriksaan APIP yang 

ditindaklanjuti

Jumlah PD yang telah 
menerapkan Manajemen 

Risiko

Persentase dokumen 
penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 
(mandatory ) yang direviu 

Jumlah temuan hasil 
pemeriksaan BPK yang 

ditindaklanjuti

Terlaksananya 
pendampingan, asistensi 
dan verifikasi penegakan 

integritas

Terlaksananya 
koordinasi, monitoring 

dan evaluasi serta 
verifikasi pencegahan 
dan pemberantasan 

korupsi

Terlaksananya 
pendampingan dan 

asistensi urusan 
pemerintah daerah

Tersusunnya kebijakan 
teknis di bidang fasilitasi 

pengawasan

Tersusunnya kebijakan 
teknis di bidang 

pengawasan

Terlaksananya Audit 
Dengan Tujuan Tertentu

Terlaksananya 
Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah

Terlaksananya Monitoring 
dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK RI 
dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Terselenggaranya 
Kerjasama Pengawasan 

Internal sepanjang tahun 
anggaran

Terselenggaranya Reviu 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah

Terlaksananya Reviu 
Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah

Terselenggaranya 
Pengawasan Kinerja 

Jumlah PD Jumlah PD Jumlah PD Jumlah kebijakan Jumlah kebijakan Jumlah LHP
Jumlah kejadian kerugian 

Negara/Daerah yang 
ditindaklanjuti oleh TPKD

Jumlah Monev
Jumlah bulan pelaksanaan 

kerjasama pengawasan 
internal

Jumlah LHR Jumlah LHR Jumlah LHP

Terlaksananya aktivitas 
pendampingan, asistensi 
dan verifikasi penegakan 

integritas

Terinputnya data 
koordinasi pencegahan 

korupsi

Terlaksananya aktivitas 
pendampingan dan 

asistensi urusan 
pemerintah daerah

Tersedianya bahan 
rumusan kebijakan 

teknis di bidang fasilitasi 
pengawasan

Tersedianya bahan 
rumusan kebijakan 

teknis di bidang 
pengawasan

Tersusunnya LHP ADTT
Tersedianya bahan 

penyusunan dokumen LHP 
Kerugian Daerah

Terinputnya data tindak 
lanjut hasil pemeriksaan 

BPK

Tersedianya bahan 
penyusunan laporan tindak 

lanjut hasil temuan 
pengawasan BPK RI

Tersedianya bahan 
penyusunan laporan tindak 

lanjut hasil temuan 
pengawasan APIP

Terlaksananya aktivitas 
kerjasama pengawasan 

internal

Tersusunnya LHR Keuangan 
Pemerintah Daerah

Tersusunnya LHR Kinerja 
Pemerintah Daerah

Tersusunnya LHP Kinerja

Jumlah aktivitas 
pendampingan/asistensi/ 

verifikasi

Jumlah 
input/pemutakhiran data 

koordinasi pencegahan 
korupsi

Jumlah aktivitas 
pendampingan/sasistens

i/ verifikasi/penilaian 
Reformasi Birokrasi

Jumlah bahan rumusan 
kebijakan

Jumlah bahan rumusan 
kebijakan

Jumlah LHP
Tersedianya bahan 

penyusunan LHP Kerugian 
Daerah

Jumlah 
input/pemutakhiran data 

tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK

Jumlah bahan penyusunan 
laporan tindak lanjut hasil 
temuan pengawasan BPK

Jumlah bahan penyusunan 
laporan tindak lanjut hasil 
temuan pengawasan APIP

Jumlah aktivitas kerjasama 
pengawasan internal

Jumlah konsep LHR Jumlah konsep LHR Jumlah konsep LHP

Bagan Warna Coklat : Sasaran kinerja (tujuan)
Bagan Warna Merah : Sasaran kinerja Strategis (eselon II)
Bagan Warna Biru : Sasaran kinerja program/kegiatan (eselon III)
Bagan Warna Hijau : Sasaran kinerja sub kegiatan (eselon IV/JFT)
Bagan Warna Abu-abu : Sasaran aktivitas (JFT/JFU)
Garis Merah : Menghubungkan antar sasaran kinerja (antar level/tingkatan kinerja)
Garis Biru Putus-putus : Crosscutting antar kinerja



CROSSCUTTING
INSPEKTORAT DAERAH 

KOTA MALANG



MENINGKATNYA

PELAPORAN KINERJA

DALAM MENDUKUNG

AKUNTABILITAS

PEKERJA

MENINGKATNYA

KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Inspektorat

Daerah

BAPPEDA

MENINGKATNYA

KUALITAS

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

MENINGKATNYA KUALITAS

PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH
BKAD

Bagian Organisasi

Setda

MENINGKATNYA

SISTEM KELEMBAGAAN

YANG EFEKTIF

CROSSCUTTING ANTAR PERANGKAT DAERAH



MENINGKATNYA

KUALITAS

MERITOKRASI

MANAJEMEN ASN MENINGKATNYA

PELAPORAN KINERJA

DALAM MENDUKUNG

AKUNTABILITAS PEKERJA

MENINGKATNYA

KUALITAS

LAPORAN

KEUANGAN

PEMERINTAH

DAERAH

MENINGKATNYA

KUALITAS

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

MENINGKATNYA

KUALITAS

PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

MENINGKATNYA

KINERJA ASN

MENINGKATNYA

KEMATANGAN

PERANGKAT DAERAH

MENINGKATNYA

SISTEM KELEMBAGAAN

YANG EFEKTIF



MENINGKATNYA
KUALITAS PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

IRBAN WIL I

IRBAN WIL II

IRBAN WIL IV

IRBAN WIL III
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Meningkatn
ya kualita

s

pelaksanaan audit

penyelenggaraan

pemerin
tah daerah di

bidang ekonomi d
an SDA

Meningkatnya kualitas

pelaksanaan audit

penyelenggaraan pemerintah

daerah di bidang pembangunan

manusia, masyarakat dan sosial

budaya
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Meningkatnya capaiantindak lanjut rekomendasiatas hasil pemeriksaan
BPK/APIP

BKAD

BAPPEDA

BKPSDM

SEKRETARIAT DAERAH

BPK

BPKP

Pengelola Keuangan Daerah

perumusan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pengukur Kinerja Individu

Kebijakan bidang hukum; Kebijakan
perekonomian dan pembangunan;
Pelaporan Kinerja Daerah (LPPD/LKPJ)

Penyelenggaraan Pengawasan
Eksternal

Penyelenggaraan Pembinaan APIP

CROSS
CUTTING



MENINGKATNYA
KUALITAS

PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

T
e

rlaksan
an

ya

p
e

n
d

am
p

in
g

an
 d

an

asiste
n

si R
e

fo
rm

asi

B
iro

krasi

Terla
ksananya re

viu

laporan kinerja
 pemerin

tah

daerah

Terlaksananya reviu Keuangan

Pemerintah daerah
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Terlaksannya evaluasiakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

CROSS
CUTTING

IRBAN WIL I

IRBAN WIL II, III, IV

BIDANG ANGGARAN dan PERBENDAHARAAN
BKAD

BIDANG AKUNTANSI dan PEMANFAAATAN
BMD BKAD

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
dan EVALUASI BAPPEDA

BAGIAN ORGANISASI SETDA

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA

Pelaksanaan Audit Kinerja dan ADTT

penyusunan dokumen anggaran daerah

penyusunan LKPD dan LRA

Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan perangkat daerah

Penyusunan LKJIP

Penyusunan LPPD


